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KATA PENGANTAR

Kurikulum Program Studi [Imu Hukum telah mengalami
perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu
pengetahuan, dan teknologi. Perubahan dan pembenahan yang
dilakukan dimaksud juga untuk menjawab berbagai persoalan yang
sedang terjadi. Dengan perubahan kurikulum diharapkan produk
Program Studi Ilmu Hukum dapat tampil sebagai Legal consultant,
Legal drafter, and lawer profesional sertailmuan yang handal sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan dunia [Imu Pengetahuan dan
Tekhnologi, baik dalan tataran hukum nasional maupun dalam
tataran hukum internasional sejalan dengan arus globalisasi saat ini.

Menyadari luasnya cakupan atau Ruang lingkup materi atau
substansi “Hukum Kekuasaan Pemerintahan Negara” maka dalam
Buku ini akan menguraikan beberapa materi yang dianggap penting
dan relevan dalam pengembangan studi Hukum Kekuasaan
Pemerintahan Negara, yaitu; “Konsepsi Dasar Tentang Sistem
Pemerintahan; Konsepsi Dasar Tentang K edaulatan, Demokrasi dan
Kekuasaan Negara; Konsepsi Dasar Tentang Perbuatan Hukum Dan
Kewenangan Pemerintahan Negara, Konsepsi Dasar Tentang
Kelembagaan Negara; dan Konsepsi Dasar Tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara.

Tulisan dalam buku ini, tentunya tak luput dari kekurangan
baik secara substansial maupun secarateknis, makadengan hati yang
terbuka dan pikiran yang sehat kami senantiasa membuka peluang
yang sebesar-besarnya bagi para pembaca yang bijaksana untuk
memberikan tanggapan dan koreksi atas materi dalam buku ini,
sehingga pada saatnya nanti tulisan ini dapat dibenahi dan
disempurnakan lagi

Penulis menyampaikan trimakasih kepada Bapak ibu Dosen
yang memberikan terhadap Buku ini sehingga dapat berguna bagi



Mahasiswa dan Praktisi serta berbagai kalangan lainnya yang
membutuhkan informasi dalam bidang Hukum Kekuasaan
Pemerintahan Negara sebagaimana tercermin atau terurai dalam
Buku ini.

Kupang, 2024

Penulis
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